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PERMASALAHAN
- Krisis ekonomi yang melanda bangsa Indo-
hesia, sampai saat ini belum menunjukkan
tanda-tanda semakin membatk, walaupun
pilak -Pemerintah ‘dengan segenap perang-
katnyz telah melakukan berbagai upaya de-
ngan melalui program-program terobosan se-
pesti penyehatan perbankan, restruksurisasi,
deregulasi maupun mencari dana hantuan
dart lembaga-lembaga kenangan dunia. Na-
mun semua upaya itu belum mampu men-
donglrak ke arah situasi yang diharapkan.
Sebagai dampak dari kondisi tersebut, sa-
 lah satunya adalah semakin banyaknya jumn-
lah perusahaan-perusahaan yang menga-
lami kesulitan di bidang finansial; yang dise-
babkan oleh berbagai faktor dan kondisi se-
perti ini pada gilirannya menyebabkan sema-
kin maraknya pemutusan hubungan kerja
(PHK) terhadap para karyawan dan kese-
muanyva zkan menziiiki imnlikaci tarhadan




Peraturan Menteri Tenaga -Kerja No:

~tenaoa kerja: 4.513 orang,

'PER.04/MEN/1986.
Lebih lanjut dalam Pératuran: Meateri Te-
naga Kerja No.: PER.04/MEN/1986 dalam
pasal: 14 dan pasal 15 mengatur besasys
uang pesangon dan ganti rugd sebagai be-
rikut:
a. Pasal: 14 (besarnya uang pesangon).
1. Masa kesja kurang 1 tahun: T bulan
upah.
.2, Masa kerja lebih 1 tahun tetapi
o karang dard 2 tabun;: 2 bulan upah.
3. Masa kerja 2 tahug lebih tetapi
~Jarang dard 3 tahun: 3 bulan upah.
asa kerja’3 "t_'ailim__ lebi_h_: 4 :blﬂ an
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. Perusahaan lesa: 47 perusahaan
“dengan tenaga kerja: 6,412 orang,

. Secara faktual bahwa tenaga kerja di
perusahaan-perusahaan sebagian besar di
rekrut dari penduduk yang bermukim di
sekitar perusahaan. '

. Proses pemuiusan hubungan kerja yang
dilakukar oleh perusahaan selama ini di-
rasakan kurang berjaldn dengan<mulus
berkaitan dengan adanva peraturan/Per-
undang-undangan yang berientangan.

6. Dampak yang timbul dari pemutusan ho-

bungan kerja, bukan hanya dalam proses
pemutusan tetapi juga pasea PHE, utama-
nya pada saat uang pesangoen telah habis
sedangkan mata pencaharian baru bebup
diperoleh.
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DISKUSI :

7. Secara knantitatif khusus PHK yang terjadi
pada triwulan 1 Tahun 1998 (Januari s/d
Maret} dibanding dengan triwulan 11
Tahun 1998 menunjukkan angka yang
semakin meningkat yaitu dart 305 peru-
sahaan menjadi 318 perusahaan atau
naik: 4,2 %, tetapi kalau dilihat dast jumlah
pekerja yang mengalami PHE menunjuk-

kan zmgkzl yang semakin menuran yaitu
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rakat vang kebilanean mata pencaharian

kerla vang fﬁmem theleh per Kahzan nm&q

- karena di PHK bertambah banyak.

. Dari hasil pengamatan di lapangan me-
nunjukkan bahwa perusahaan-perusaha-
an yang melakukan pemutusan hubung-
an kerja (PHE), sebagian besar adalah
perusahaan-perusahaan yang mempergu-
nakan komponen produksinya bergan-

“tung pada bahan baku impor, dengan
“kondisi seperti itu maka fakior pendorong
marakiya pemutusan hubungan kerja
adalah:

a. Sulitnya mernperoleh bahan baku pro-

dasarnya mem;ml\'m AI{@matlf G130 suatl

kebijakan yang terakhir yang sejauh

mungkin harus dibindarkan, akan tetapi

kalan PHK teipaksa difakukan hars di-

tempul upava-upayva pendahuluan

seperti:

a. Mengurangi atzu menvlmpm kerja
lerbur.

b. Mengurangi kerja shiff,

¢ Mempercepat pensiun :

4. Merumahkan secara bergantian.

Dengan kegiatan-kegiatan pendabuluan

duksi karena adanya keisis kepercayaan  di atas diharapkan pengangguian sebagai
dari pihak mitra dagang di luar negeri  dampak PHE yang berpotensi terjadinya krimi-
terhadap negara Indonesia sehingga  nalitas dapat ditekan.

L.C yang dikeluarkan tidak laku,

b. Terdepresiasinya nilai rupiah terhadap
doliar AS yang berakibas perusahaan
tidak maropu meinbeli bahan baky, se-
hingga mengurangi produksi hahkan
menghentikan produksinya.

¢. Perminiaan masyarakat terhadap hasil
“produksi menurun karena rendahnya
daya beli masyarakat, akibat perusaha-
an juga menurunkan produksinya
vang akhimya berdampak kepada pe-
ngurangan tenaga kerja,

d. Perusahaan mengalami pailit karena
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10.Apabila upaya pendahuluan tidak mampu

membantu memecahkan masalah, maka
tindakan pemutusan hubungan kerja
yang ditempul secara ideal harus berpe-
doman kepada Peraturan Menteri Tenaga
Kerja No.: PERO4/MEN/1986 yang pasal-
pasalnya ielah merinci tentang kewajiban-
kewajiban yang harus dipenuhi oleh peru-
sahaan dan hak-hak yang hams diterima
oleh burub, bahkan lebih jauh mengatur
;mla mekanisme pemugusan imbmwm

= herja dan antisipasi kalau terjadi perseli-
_ -sﬂmn vd% tidak mend‘lpati\m tml lmm




buind bermedoman. naca Iindang-un-

- dang sedangkan pihak perusahaan me-
ngacu Peraturan Menteri,

b. Tuntutan buruh/pekerja lebih besar
dari kewajiban yang harus dipenuhi
oleh perusahaan.

¢, Adanya pihak instansi lain vang tidak
berwenang menangani masalah PHK
ikut campur didatamnya, sehingga me-
kanisme penyelesaian tidak sesuai de-
ngan ketentuan- {(sebagai contoh kasus
Marsinah di-Jatim} vang pada giliran-
nya penvelesaian tidak tuntas karena
piliak pekerja diletakkan dalam posisi
vang kalah/lemnal dan sifuasi penyele-
saian seperti ini akan muncul dampak
ikutan di kemudian bar.

11.Dampak ikutan yang timbulnya dari pe-
mutusan hubungan kerja dapat berupa:

a. Terjadinya kegiatan unjuk rasa sebagai
akibat tidak puas serhadap keputusan
rang ditetapkan,
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Secaraproaktif Polei | ¢
melakukan pembinaan
terhadap para pengusaha

dan karvawan <erara

b, Jeriadinga kerusnhan massal,. peng.
rusakan, pembakaran, penganiayaan
yang merupakan titik kulminasi dar
ketidakpuasan.

¢. Munculnya kantung-kantung peng-
angguran di pemulkiman sekitar pabrik
yang merupakan PH.

d. Menjamuraya kafe-kafe jalanan, pe-
ngemis, pedagang asongan, pergamen
yang kesemuanya mengganggu keter
tiban.

ANTISIPASY POLRI

Menvimak dari fakta-fakta dan uraizn
pembahasan vang telah disampaikan di atas,
untuk menekan/mengurangi dampak negatif
cari pemutusan hubungan kerja, langkah
antisipasi yang dilakukan Poli adalah:
12.Sebeluin terjadi PHK,

a. Secara proaktif Polri melakukan pem-
binaan ferhadap para pengusaha dan
karyawan, secara terus menerus dan
berlanjut, sehingga akan terberituk ja-
ringan informasi yang baik antara Polri
dengan pengusaha, Polr dengan kar
vawan yang pada akhirnya semua ma-
salah yang dihadapi secara dini dapas
diketahui oleh Pold.
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keputusan Menteri yang berientangan -

dengan Undang-undang vang selalu
menjadi biang perselisihan antara pe-
ngusaha dan karyawan.
13.5aat ferjadi PHK.

a. Ikat serta secara aktif dalam proses pe-
mutusan hubungan kerja.

b. Mefaksanakan tindakan hukum ter-

. hadap pengusaba dan karyawan apa-
bila ada indikasi terjadinya pelanggaran
hukum dalam PHE.

¢. Mempersiapkan kekuatan dan melak-
sanakan tindakan pengamanan fisik

14p

4.

ekses {i'm pernutusan Lubungan kerja.

asca PHK

Mendatakan, memetakan sekaligus
melaksanakan pembinaan terhadap
masyarakat yang terkena PHEK,

. Melaksanakan Operasi Mitra Bhayang-

kara dengan sasaran memberikan
keterampilan khusus kepada miasyara-
kat yang terkena PHK dan selanjutiya

+ bekerja sama dengan instansi terkait,
- untuk menyalurkan tenaga kerjanya.

Melaksanakan pemantavan secara in-
tensif terhadap perkembangan masya-
rakat yang di PHK. 5






